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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROGRAM TO ACCELERATE ASSET LEGALIZATION TO
ESTABLISH AN ORDER OF LAND ADMINISTRATION
(Case Study at Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)

Nusa Tirta Surya
Nusa_ark08@yahoo.com
Graduate Studies Program

Indonesian Open University

Introduction: Land plays an important role in the life of the Indonesian people. Given the
importance of land for the survival of the community, it is necessary to provide complete
regulation in terms of use, utilization, ownership and law-making related to this matter.
Purpose: To analyze the implementation of the accelerated asset legalization program for the
realization of orderly land administration at the Indragiri Hilir District Land Office.
To find out the obstacles faced by the Land Office of Indragiri Hilir Regency in
implementing  the asset legalization program. Method: Researchers use this qualitative
method to collect and analyze data and understanding the implementation of a government
policy. The policy in this case is the activity of accelerating the legalization of land assets in
Indragiri Hilir Regency. Results: In the 1960s since the enactment of the Basic
Agrarian Law (UUPA), the National control in this institutional matter. When under
the auspices of the Ministry Land Agency has experienced several changes in of Agrarian Affairs
a policy is processed and followed up from the Central Leadership structure to the regional level
(Office of Land), but when under the auspices of the Ministry of Home Affairs only through the
Director General of Agrarian Affairs to the Kantah level In addition, institutionally,
the National Land Agency underwent a change in the institutional structure, which spanned
a very short period of time. Conclusion: The implementation of the accelerated asset legalization
program in thelndragiri Hilir Regency area, in terms of standard factors and policy
targets, has not gone well, as can be seen Jrom the performance achievements in 2021 as a
whole, only 64.48%.  Asset legalization program in  Indragiri  Hilir Regency in its

implementation.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN LEGALISASI ASET UNTUK
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN”
(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)

Nusa Tirta Surya
Program Magister Administrasi Publik
Universitas Terbuka

Tanah memegang peranan penting bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan
pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum
yang berkaitan dengan hal tersebut. Tujuan: Untuk menganalisis implementasi program
percepatan legalisasi aset untuk terwujudnya tertib adminstrasi pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengetahui kendala — kendala yang dihadapi oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program legalisasi
aset. Metode: Peneliti menggunakan metode kualitatif ini guna mengumpulkan dan menganalisa
data serta pemahaman terhadap implementasi suatu kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam hal
ini ialah kegiatan percepatan legalisasi aset pertanahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil: Pada
era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional
mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Ketika dalam
naungan Kementerian Agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur
Pimpinan Pusat hingga pada tingkat daerah (Kantor Pertanahan), namun ketika dalam naungan
Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. Di samping
itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan
yang rentang waktunya sangat pendek. Kesimpulan: Implementasi program percepatan legalisasi
aset di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari faktor standar dan sasaran kebijakan belum
berjalan dengan baik, terlihat dari capaian kinerja tahun 2020-2021. Program legalisasi aset dj
Kabupaten Indragiri Hilir pada implementasinya di lapangan ditemui berbagai hambatan dan
kendala.

Kata kunci: Tanah, Legalisasi, Implementasi.
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